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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dalam melengkapi penulisan skripsi ini berdasarkan apa yang telah 

penulis uraikan dalam bab pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan, yaitu: 

5.1.1 Gambaran umum putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 

28/Pdt.G/2021/PA.Ek tentang izin poligami mengacu pada ketentuan 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam. Hakim menilai bahwa pemohon telah 

memenuhi kualifikasi syarat untuk dapat diberi izin berpoligami 

didasarkan atas bukti-bukti mulai dari P.1 sampai P.7.  

5.1.2 Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Enrekang pada 

putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek dikualifikasikan menjadi dua 

(2), yaitu: Pertama, Pertimbangan hukum berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang nomor 7 tahun 

1989, Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang 

nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, Undang-Undang 

nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah 

nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 

tahun 1974 tentang perkawinan, dan Inpres nomor 1 tahun 1991 

tentang penyebarluasan KHI. Kedua, Pertimbangan hukum 

berdasarkan hukum Islam (Q.S An-nisa’ (4):3) dan kaidah fiqih). 

Kerangka pertimbangan hukum tersebut berorientasi untuk 

memberikan legitimasi dan kepastian hukum mengenai kompetensi 

absolut Pengadilan Agama Enrekang, pemenuhan syarat poligami, dan 

tinjauan teleologis dalam memberikan izin poligami kepada pemohon. 

5.1.3 Analisis terhadap tafsir pertimbangan hukum hakim pada putusan 

Pengadilan Agama Enrekang telah sesuai dengan peraturan yang ada. 
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Namun, alasan sering ditinggal istri sehingga merasa kesepian tidak 

tertuang sebagai salah satu syarat kebolehan berpoligami dalam 

peraturan perundang-undangan. Dan hakim dalam pertimbangan 

hukumnya tidak hanya melihat tekstualnya tapi hakim juga melihat 

kontekstualnya. Jadi hakim itu diawalnya terkesan keluar dari Undang-

undang tetapi setelah Penulis teliti hakim tidak keluar dari Undang-

undang. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah penulis jelaskan, 

maka selanjutnya penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan 

dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan masyarakat. Adapun 

saran-saran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan terkait poligami, baik itu dalam hukum Islam maupun dalam 

undang-undang yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. 

2. Kepada instansi pengadilan agama enrekang dan pengadilan agama 

lainnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi langkah utama untuk 

lebih memperketat alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon yang 

hendak berpoligami. 

3. Kepada majelis hakim yang memeriksa perkara poligami hendaknya 

memperhatikan pertimbangan hukum yang digunakan terhadap izin 

poligami antara pemohon dengan termohon. Serta dalam memeriksa dan 

menangani berkas perkara, hendaknya terlebih dahulu menganalisa fakta-

fakta hukum yang terjadi dengan aturan hukum yang ada dalam peraturan 

perundang-undangan untuk lebih menimbang kemaslahatan antara 

berbagai pihak yang terkait. Karena hal ini dapat membuat masyarakat 

beranggapan bahwa perizinan poligami di indonesia mudah dilakukan. 

Semestinya dalam mengabulkan permohonan poligami hanya boleh 

diberikan kepada pemohon yang benar-benar memenuhi syarat-syarat 
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alternatif maupun kumulatif dan sesuai dengan tujuan dan syariat 

perundang-undangan dan hukum islam yang berlaku. 

4. Kepada mahasiswa skripsi yang penulis susun ini agar dapat dijadikan 

bahan rujukan dalam perkuliahan, terutama dalam hal pembahasan 

poligami. 
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